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A. GAMBARAN UMUM  
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Karanganyar 
KPP Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari KPP Surakarta. 
KPP Pratama Karanganyar berdiri sendiri seiring dengan program 
modernisasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pada 
awal berdirinya, KPP Pratama Karanganyar menggunakan ex Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surakarta. Sehubungan 
digunakannya kantor tersebut sebagai Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II 
sekitar bulan januari 2007 maka untuk sementara waktu kegiatan 
operasional KPP Pratama Karanganyar dipindahkan ke ex Kantor 
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Surakarta. Pada akhir bulan 
Desember 2007 tanpa perencanaan yang matang KPP Pratama 
Karanganyar pindah dari ex Karikpa Surakarta ke Gedung Megaria Jalan 
Raya Palur karena banjir bandang Sungai Bengawan Solo yang 
mengakibatkan sebagian besar dokumen hanyut terbawa banjir. Sejak 
kepindahannya ke kantor baru tersebut, sarana dan prasarana KPP Pratama 
Karanganyar masih belum lengkap. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya 
ruang  untuk mesin-mesin komputer yang memerlukan ruang khusus yang 
relatif dingin hingga pernah terjadi suatu kejadian dimana mesin komputer 
terbakar karena suhu yang terlalu panas, pendingin udara yang belum 
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semua terpasang, dan seringkali Sistem Informasi Direktorat Jenderal 
Pajak (SIDJP) tidak bisa on line sehingga harus menggunakan sarana-
sarana manual.  
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007 
tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan 
Nomor: 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kode wilayah KPP Pratama 
Karanganyar di NPWP yang sebelumnya 526 (KPP Surakarta) menjadi 
528 (KPP Pratama Karanganyar).  
2. Tempat Kedudukan  
KPP Pratama Karanganyar sementara masih menempati gedung 
Megaria yang berkedudukan di Jalan Raya Palur. Selain itu di wilayah 
KPP Pratama Karanganyar juga terdapat Kantor Pelayanan Penyuluhan 
dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen yang berkedudukan di Jalan 
Sukowati. 
3. Wilayah Kerja KPP Pratama Karanganyar 
Luas wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar untuk Kabupaten 
Karanganyar 773.786.374m2 dengan jumlah penduduknya tahun 2008 
adalah 865.580 jiwa. Dari seluruh luas wilayah tersebut, luas wilayah yang 
telah dikenakan PBB sampai dengan tahun 2008 adalah kurang lebih 
576.236.384m2 (74,47%).  
Sedangkan untuk luas wilayah Kabupaten Sragen 941.550.000 dengan 
jumlah penduduknya tahun 2008  adalah 871.951 jiwa. Dari keseluruhan 
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luas wilayah Kabupaten Sragen, luas wilayah yang telah dikenakan PBB 
747.289.625m2 (79,37%) masih terdapat kurang lebih 194.260.375m2 
(20,63%) yang belum dikenakan PBB. 
Wilayah kerja KPP Pratama Surakarta terdiri dari dua kabupaten yaitu 
Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Kabupaten Karanganyar 
terdiri dari 17 kecamatan yaitu Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jatiyoso, 
Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Matesih, 
Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan 
Karangpandan, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu, 
Kecamatan Jaten, Kecamatan Colomadu, Kecamatan Gondangrejo, 
Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Kerjo, 
Kecamatan Jenawi. Sedangkan untuk Kabupaten Sragen teridiri dari 20 
kecamatan yaitu Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Plupuh, Kecamatan 
Masaran, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Sambirejo, Kecamatan 
Gondang, Kecamatan Sambungmacan, Kecamatan Ngrampal, Kecamatan 
Karangmalang, Kecamatan Sragen, Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan 
Tanon, Kecamatan Gemolong, Kecamatan Miri, Kecamatan 
Sumberlawang, Kecamatan Mondokan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan 
Gesi, Kecamatan Tangen, Kecamatan Jenar. Dapat diketahui Daftar 
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Kabupaten Karanganyar dan 






Data Rincian DHKP Kabupaten Karanganyar dan Sragen tahun 2008 
 
Data Karanganyar Sragen 
Jumlah Objek Pajak 397,251 503,778 
Jumlah SPPT 385,624 400,321 
Luas Bumi                         576,227,811 747,289,625 
NJOP Bumi                     12,380,215,683 8,391,635,457 
Luas Bangunan                     12,426,061 7,015,047 
NJOP Bangunan 4,292,532,148 1,506,007,621 
Ketetapan PBB 17,797,522,130 9,762,962,273 
Sumber : Seksi PDI, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
4. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi KPP Pratama Karanganyar terdiri dari: 
a. Kepala Kantor 
b. Subbagian Umum 
c. Seksi Pelayanan 
d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
e. Seksi Penagihan 
f. Seksi Ekstensifikasi 
g. Seksi Pemeriksaan 
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
i. Fungsional Pemeriksa 
j. KP2KP Sragen 
5. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Seksi 
a. Kepala Kantor 
 6 
Tugas-tugas yang dilakukan oleh Kepala Kantor KPP Pratama 
antara lain, sebagai berikut : 
1) Menyusun rencana kerja KPP Pratama Kranganyar; 
2) Mengajukan usulan penerimaan PBB pertahun anggaran; 
3) Menyelenggarakan Koordinasi, evaluasi pengendalian pelaksanaan 
urusan tata usaha, kepegawaian, laporan keuangan rumah tangga, 
dan perlengkapan. 
b. Sub Bagian Umum 
Tugas-tugas yang dilakukan oleh Sub Bagian Umum antara lain, 
sebagai berikut : 
1) Kepegawaian  
a) Menerbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala; 
b) Membuat Usulan Kenaikan Pangkat; 
c) Menerbitkan Surat Ijin Cuti; 
d) Mengirim Pegawai yang menerima Panggilan untuk mengikuti 
diklat; 
e) Melaksanakan administrasi perekaman seperti perekaman Surat 
Kenaikan Gaji Berkala; 
f) Menyusun dan melaporkan laporan-laporan kepegawaian. 
2) Keuangan 
a) Membagikan gaji kepada pegawai KPP Pratama Karanganyar; 
b) Membagikan uang makan kepada pegawai KPP Pratama 
karanganyar; 
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c) Menyusun dan melaporkan laporan-laporan yang menjadi 
tanggung jawab Bagian Keuangan seperti Laporan Realisasi 
Kegiatan Belanja Modal; 
d) Menyusun daftar permintaan lembur bagi pegawai yang 
lembur; 
3) Rumah Tangga  
a) Melakukan inventarisasi (pemisahan) barang-barang inventaris 
milik KPP Pratama Karanganyar sehubungan dengan 
pemecahan kantor ex KPP Pratama Surakarta; 
b) Membuat buku inventaris; 
c) Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR); 
d) Menyusun dan melaporkan laporan-laporan yang menjadi 
tanggung jawab bagian Rumah Tangga; 
e) Melakukan perekaman inventaris barang milik negara. 
c. Seksi Pelayanan  
Tugas-tugas yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan antara lain, 
sebagai berikut : 
1) Menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 
Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) bagi Wajib Pajak 
baru; 
2) Menatausahakan formulir SPT Tahunan kepada Wajib Pajak; 
3) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP); 
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4) Memberikan jawaban permintaan konfirmasi data dari Kantor 
Pelayanan Pajak lain. 
d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
Tugas-tugas yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan antara lain, 
sebagai berikut : 
1) Melakukan perekaman Suarat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP); 
2) Membantu instalasi aplikasi e-NPWP di Seksi Ekstensifikasi; 
3) Melakukan pendaftaran Wajib Pajak secara massal dan pencetakan 
kartu NPWP; 
4) Mensosialisasi aplikasi SIDJP; 
5) Memperbarui data user untuk aplikasi SIDJP sesuai dengan 
kewenangan dan kebutuhan masing-masing pegawai, serta 
melakukan up date kepada masing-masing user SIDJP; 
6) Melakukan perekaman SPT massa menggunakan SIDJP; 
7) Menyiapkan data-data informasi perpajakan untuk keperluan 
penyajian data; 
8) Membantu seksi lain jika mengalami kesulitan atau kerusakan pada 
komputer; 
9) Memberikan aplikasi e-SPT PPN versi terbaru kepada Wajib Pajak 
dan membantu proses pelaporan jika mengalami kesulitan; 
10) Membuat laporan penerimaan PBB dan BPHTB (baik mingguan, 
bulanan, maupun triwulan); 
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11) Melakukan persiapan hardware dan software sehubungan dengan 
kegiatan cetak; 
12) Membantu Seksi Pelayanan dalam mencetak lebel SPT Tahunan; 
13) Melakukan perekaman data objek PBB berdasrkan permohonan 
Wajib Pajak meliputi pembetulan, pembatalan, keberatan, dan 
perubahan data objek PBB berdasarkan laporan pihak ketiga yang 
sudah dilakukan pemeriksaan oleh Seksi Ekstensifikasi. 
e. Seksi Penagihan 
Tugas-tugas yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan antara lain, 
sebagai berikut : 
1) Melakukan konfirmasi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB; 
2) Melakukan penagihan dan himbauan pembayaran tunggakan pajak 
atas Wajib Pajak penunggak pajak dalam wilayah Kantor Wilayah; 
3) Bedah tunggakan Wajib Pajak; 
4) Melakukan penagihan aktif terhadap tunggakan yang telah jatuh 
tempo; 
5) Menyusun data tunggakan PBB. 
f. Seksi Ekstensifikasi 
Tugas-tugas yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan antara lain, 
sebagai berikut : 
1) Menyampaikan usulan Surat Keputusan Klasifikasi dan Besarnya 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penetapan PBB tahun 
2008 ke Kantor Wilayah DJP jateng II; 
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2) Membuat laporan data potensi wilayah KPP Pratama Karanganyar 
tahun 2008; 
3) Menyelesaikan laporan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2008; 
4) Membuat laporan pembentukan basis data; 
5) Menyelesaikan pemberian NPWP Objek Pajak melalui pemberi 
kerja atau bendaharawan pemerintah. 
g. Seksi Pemeriksaan 
Tugas-tugas yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan antara lain, 
sebagai berikut : 
1) Menyusun rencana kerja; 
2) Menyusun dan mengkoordinasi Daftar Nominatif Wajib Pajak 
yang akan diperiksa; 
3) Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dan 
mendistribusikan ke seksi fungsional; 
4) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai 
dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; 
5) Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan; 
6) Memproses permohonan SPT LB WP patuh; 
7) Melakukan administrasi pemeriksaan pajak lainnya seperti 
menatausahakan surat masuk dan surat keluar dan memberi 
tanggapan atas surat masuk; 
8) Menyusun laporan atau surat tanggapan atas permasalahan yang 
berkaitan dengan seksi pemeriksaan. 
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h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 
1) Waskon I 
Tugas-tugas yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi I antara lain, sebagai berikut : 
§ Membuat profil Wajib Pajak; 
§ Membuat profil Wajib Pajak Jasa Konstruksi; 
§ Membuat profil Wajib Pajak Real Estate; 
§ Menyelesaikan permohonan pemindahbukuan terhadap 
Wajib Pajak; 
§ Menyelesaikan permohonan peninjauan kembali terhadap 
Wajib Pajak. 
2) Waskon II 
Tugas-tugas yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi II antara lain, sebagai berikut : 
§ Membuat profil Wajib Pajak; 
§ Membuat profil Wajib Pajak Jasa Konstruksi; 
§ Membuat profil Wajib Pajak Real Estate; 
§ Menyelesaikan permohonan pemindahbukuan terhadap 
Wajib Pajak; 
§ Menjawab surat Wajib Pajak. 
3) Waskon III: 
Tugas-tugas yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi II antara lain, sebagai berikut : 
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§ Membuat profil 200 Wajib Pajak Besar; 
§ Membuat profil Wajib Pajak Jasa Konstruksi; 
§ Membuat profil Wajib Pajak Real Estate; 
§ Menyelesaikan permohonan pemindahbukuan terhadap 
Wajib Pajak; 
§ Membuat Surat Himbauan. 
i. Seksi Fungsional  
Tugas-tugas yang dilakukan oleh Seksi Fungsional antara lain, 
sebagai berikut : 
1) Sehubungan dengan diterbitkannya SPPP, seksi fungsional telah 
menyampaikannya kepada Wajib Pajak; 
2) Menyampaikan pemeriksaan SPPP dengan diterbitkannya Laporan 
Pemeriksaan Pajak. 
j. Kantor Pelayanan  Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
Sragen 
Tugas-tugas yang dilakukan oleh KP2KP Sragen antara lain, 
sebagai berikut : 
1) Menyusun dan mempersiapkan materi seperti brosur, modul, dan 
fotocopi; 
2) Melakukan penyuluhan inovatif baik secara langsung atau tidak 
langsung dengan telepon atau sura; 
3) Melayani pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
4) Melakukan tugas-tugas lain seperti: 
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a) Melayani penerimaan PPh Orang Pribadi, PPh Badan, PPh 
Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, Pasal 4 ayat c, PPN;  
b) Melayani penyampaian SPT, SPT tahunan atau bulanan.  
Gambar I.1  










6. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak 
a. Visi Dirjen Pajak 
Visi Dirjen Pajak adalah menjadi model pelayanan masyarakat 
yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia 
yang dipercaya dan dibangggakan masyarakat yang bercirikan sebagai 
berikut: 
1) Aparat berintegrasi tinggi dan profesional. 
2) Memiliki kinerja tinggi dan setara dengan kinerja instansi 
perpajakan negara maju. 
Kepala Kantor 
























































































3) Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh. 
4) Kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat domestik dan 
internasional. 
5) Memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang 
tinggi. 
b. Misi Dirjen Pajak 
Misi Dirjen pajak adalah menghimpun penerimaan dalam negeri 
dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan 
pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat 
efektivitas dan efisiensi yang tinggi dengan batasan-batasan sebagai 
berikut: 
1) Tingkat tax ratio, coverage ratio, dan complience ratio yang 
tinggi. 
2) Pajak mampu berperan utama dalam membiayai defisit APBN. 
3) Kebijaksanaan perpajakan netral dan non distortion. 
4) Mampu mendukung kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi, 
sosial, dan politik. 
5) Cost of Collection rendah. 
B. LATAR BELAKANG 
Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak terlepas dari kegiatan 
pembangunan nasional. Kegiatan pembangunan nasional yang sedang berjalan 
ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya tersebut diperoleh dari 
penerimaan negara baik dari sektor migas maupun non migas. Pajak 
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merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor non 
migas. Sejak diadakannya reformasi terhadap sistem perpajakan (tax reform) 
pada tahun 1983, hingga sekarang berbagai perbaikan di bidang perpajakan 
masih terus dilakukan (Majalah Berita Pajak:2008). Segala perbaikan tersebut 
ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang hingga saat ini masih 
merupakan sumber penerimaan negara terbesar untuk membiayai 
perekonomian nasional (BPS:2008). Menurunnya penerimaan negara dari 
sektor migas selama beberapa tahun ini membuat perekonomian negara 
semakin terperosok.  
Untuk ke depannya pajak diharapkan mampu menjadi tulang punggung 
penerimaan negara, karena pemerintah Indonesia tidak dapat selamanya 
menggantungkan penerimaan negara dari kegiatan ekspor migas. Pajak 
sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga 
pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan mengandalkan kemampuan 
sendiri. Untuk menjamin kelangsungan pembangunan nasional diperlukan 
partisipasi aktif dari seluruh komponen negara, khususnya seluruh rakyat 
Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 
sangat diperlukan demi berlangsungnya pembangunan nasional.  
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang turut 
menyumbangkan dana bagi pembangunan bangsa, khususnya untuk 
pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan hasil penerimaan PBB sebesar 
64,8% dikembalikan ke Pemerintah Daerah (Dipenda Karanganyar:2008). 
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang strategis untuk ditingkatkan 
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penerimaannya karena merupakan pajak yang bersifat objektif dan mudah 
dalam pengenaannya. Sehingga jika dikelola dengan benar diharapkan 
penerimaan pajak akan optimal. 
Pajak Bumi dan Bangunan, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, dikenakan atas bumi dan atau 
bangunan, klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan 
bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk 
memudahkan penghitungan pajak yang terutang.  
Seperti diketahui bahwa bumi, dalam hal ini tanah, selalu mengalami 
peningkatan nilai dari waktu ke waktu sehingga harganya pun semakin tinggi 
(seksi PDI KPP Karanganyar). Peningkatan tersebut bisa disebabkan oleh 
perkembangan ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan maupun faktor yang 
lainnya. Perubahan nilai bumi dari waktu ke waktu tersebut perlu 
dipertimbangkan dalam penentuan dasar pengenaan pajak. Peningkatan Nilai 
Jual Objek Pajak tersebut akan meningkatkan penerimaan PBB dari tahun ke 
tahun. Oleh karena itu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang 
diandalkan maka penerimaan dari PBB harus terus ditingkatkan dan digali 
potensinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak yang salah satunya dengan 
modernisasi KPP hingga saat ini telah mencapai kemajuan yang signifikan. 
Saat ini sebagian besar KPP di Jawa telah menjadi KPP modern. Hampir 
semua kabupaten telah memiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Majalah 
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Berita Pajak:2009). Hal ini dimaksudkan agar penerimaan pajak lebih 
meningkat karena potensi penerimaan pajak di setiap daerah lebih mudah 
diefektifkan, termasuk di dalamnya adalah potensi penerimaan PBB. 
Sebagai KPP yang belum lama berdiri, data dari seksi ekstensifikasi 
menunjukkan KPP Pratama Karanganyar merupakan KPP yang memiliki 
potensi penerimaan PBB cukup besar Rp 48.810.645.000,00. Wilayah kerja 
KPP Pratama Karanganyar tidak hanya meliputi kabupaten Karanganyar saja, 
akan tetapi 54,89% nya adalah kabupaten Sragen. Sumber dari seksi 
ekstensifikasi KPP Pratama Karanganyar menyebutkan sebagai KPP yang 
tergolong baru, pada tahun 2008 KPP Pratama Karanganyar mampu mencapai  
realisasi penerimaan PBB sebesar 92,57% dari target penerimaan yang 
ditetapkan.  
Target penerimaan PBB pada KPP Pratama Karanganyar ditetapkan 
berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan Surat Keputusan Bersama antara 
Menteri Keuangan dengan Ditjen Pajak. Pada tahun 2008 target PBB di KPP 
Karanganyar ditetapkan sebesar Rp 24.407.553.000,00 (seksi ekstensifikasi 
KPP Karanganyar). Realisasi penerimaan PBB di KPP Karanganyar pada 
tahun 2008 sebesar Rp 22.594.812.000,00. Realisasi penerimaan PBB tersebut 
belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sebesar 92,57% dari target yang 
ditetapkan. Potensi PBB di wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar cukup 
besar. Dalam menentukan potensi PBB KPP Pratama Karanganyar terdapat 
dua unsur yaitu pokok ketetapan dan tunggakan PBB. Pokok Ketetapan PBB 
merupakan jumlah pajak terutang berdasarkan SPPT yang diterbitkan oleh 
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KPP Pratama Karanganyar. Tunggakan PBB merupakan akumulasi tunggakan 
PBB pada tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat ditagih. Pada tahun 2008 
pokok ketetapan PBB pada KPP Pratama Karanganyar sebesar Rp 
27.112.904.020,00 dan tunggakan PBB sebesar Rp 20.994.295.000,00. Dari 
hasil tersebut didapatkan jumlah potensi PBB sebesar Rp 48.107.199.020,00.  
Jumlah potensi PBB yang besar tersebut dapat mendukung penerimaan 
PBB di KPP Pratama Karanganyar. Tetapi pada kenyataannya penerimaan 
PBB di KPP Pratama Karanganyar belum sesuai dengan target yang 
ditetapkan. Salah satu yang menjadi kendala belum sesuainya realisasi 
penerimaan PBB dengan target adalah rendahnya kesadaran Wajib Pajak 
untuk melaporkan objek pajak yang sesungguhnya dalam SPOP. Wajib pajak 
sengaja meminimalis luas objek pajak dan NJOP. Dalam mencermati keadaan 
tersebut, pihak KPP Pratama Karanganyar yang berwenang menerbitkan SPPT 
harus melakukan pendataan objek pajak yang sesungguhnya, berdasarkan 
pendataan identifikasi objek pajak.  
Sehubungan dengan kondisi di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
hal tersebut dalam tugas akhir dengan judul "ANALISIS POTENSI DAN 
REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR” 
C. RUMUSAN MASALAH  
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan masalah 
yaitu : 
1. Berapa besar potensi penerimaan PBB di KPP Pratama Karanganyar? 
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2. Apakah penetapan target penerimaan PBB di KPP Pratama sudah sesuai 
dengan potensi yang ada? 
3. Apakah realisasi penerimaan PBB sudah sesuai dengan target yang 
ditetapkan? 
D. TUJUAN PENELITIAN  
 Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sesuai dengan latar 
belakang masalah di atas adalah : 
1. Menganalisis potensi penerimaan PBB pada wilayah kerja KPP Pratama 
Karanganyar. 
2. Menganalisis apakah penetapan target penerimaan PBB pada KPP Pratama 
Karanganyar sudah sesuai dengan potensi yang ada.  
3. Menganalisis apakah realisasi penerimaan PBB sudah sesuai dengan target 
yang ditetapkan.   
E. MANFAAT  PENELITIAN  
1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap 
pendataan potensi PBB, sehingga dapat meningkatkan realisasi 
penerimaan PBB. 
2. Bagi Pembaca Hasil Penelitian 
 Dapat memberikan masukan yang dapat digunakan dalam penelitian-




3. Bagi Peneliti 
 Dapat memberikan atau menambah wawasan serta memperdalam 








































ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
 
A. Landasan Teori 
1. Pajak 
a. Dasar Hukum Pajak  
Hak memungut pajak merupakan salah satu atribut dari kedaulatan 
suatu negara yang dicantumkan dalam Undang–Undang negara, yaitu 
pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dalam 
amandemen keempat diganti menjadi pasal 24 a. Dalam pasal tersebut 
dinyatakan bahwa segala pajak dan pungutan untuk negara didasarkan 
pada Undang-Undang Dasar. Pemungutan pajak haruslah didasarkan 
pada Undang-Undang karena di dalam pemungutan pajak telah timbul 
peralihan kekuasaan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah tanpa 
kontraprestasi secra langsung. Sehingga Undang-Undang Dasar 
merupakan suatu dasar hukum terkuat bagi negara untuk memungut 
pajak. 
b. Definisi Pajak   
1) Definisi Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieru yang 
berjudul Scince des Finances,1906 (terjemahan), berbunyi: 
Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang 
dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari 
barang, untuk menutup belanja pemerintah.  
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2) Definisi Prof. Dr. P. J. A dalam buku Waluyo dan Wirawan yang 
berjudul Perpajakan Indonesia (2003), berbunyi: 
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang 
langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan 
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
3) Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro (Mardiasmo,2006): 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 
Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
c. Fungsi Pajak  
Ada 2 fungsi pajak (Mardiasmo,2006), yaitu: 
1) Fungsi Budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
2) Fungsi Mengatur (regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan 




d. Syarat Pemungutan Pajak  
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 
berikut (Suandy,2002). 
1) Syarat Keadilan 
Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum, yakni 
mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan 
harus adil. 
2) Syarat Yuridis 
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di 
Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. 
3) Syarat Ekonomis 
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan 
produksi maupun perdangan, sehingga tidak menimbulkan 
kelesuan perekonomian masyarakat. 
4) Syarat  Finansial 
Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat 
ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.  
5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 




e. Asas Pemungutan Pajak (Munawir,1992) 
1) Asas Domisili 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 
Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang 
berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk 
Wajib Pajak Dalam Negeri. 
2) Asas Sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 
di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 
3) Asas Kebangsaan  
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 
f. Sistem Pemungutan Pajak (Soemarso,2007) 
1) Official Assesment System 
Ciri-cirinya: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 
pada fiskus. 
b) Wajib Pajak bersifat pasif. 
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 
oleh fiskus. 
2) Self Assesment System 
Ciri-cirinya: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 
pada Wajib Pajak sendiri. 
 25 
b) Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3) With Holding System 
Ciri-cirinya: 
a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 
pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
g. Pengelompokan Pajak (Mardiasmo,2006) 
1) Pajak Pusat  
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 
membiayai rumah tangga negara. 
2) Pajak Daerah 
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 
membiayai rumah tangga daerah. 
2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Pusat yang dikenakan 
terhadap Bumi dan atau Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang sifatnya kebendaan 
dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan Obyek yaitu 
bumi dan atau bangunan. Keadaan Subyek (siapa yang membayar) tidak 
ikut menentukan besarnya pajak. 
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a. Asas Pajak Bumi dan Bangunan (TIM,2008) 
1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan; 
2) Adanya kepastian hukum; 
3) Mudah dimengerti dan adil; 
4) Menghindari pajak berganda. 
b. Objek Pajak PBB (Soemitro,2001) 
1) Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. 
B Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di 
bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan 
pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut 
wilayah Republik Indonesia. 
B Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. 
2) Yang dimaksudkan dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah 
pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan 
digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan 
penghitungan pajak yang terutang.  
c. Pengecualian Objek Pajak (Soemitro,2001) 
1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan 
tidak untuk mencari keuntungan; 
2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 
sejenis dengan itu; 
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3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 
negara yang belum dibebani suatu hak; 
4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal  balik; 
5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional 
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 
d. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Soemitro,2001) 
1) Pendekatan Penilaian 
B Pendekatan Data Pasar  
Pendekatan Data Pasar adalah suatu metode penghitungan Nilai 
Jual Objek Pajak dengan cara membandingkan antara objek 
pajak yang sejenis dengan objek lain yang telah diketahui harga 
pasarnya. 
B Pendekatan Biaya 
Pendekatan Biaya adalah suatu metode penghitungan Nilai Jual 
Objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang 
dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis 
dikurangi dengan penyusutannya. 
B Pendekatan Pendapatan  
Pendekatan Pendapatan adalah suatu metode penghitungan 
Nilai Jual Objek Pajak dengan cara mengkapitalisasikan 
pendapatan satu tahun dari objek pajak yang bersangkutan. 
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2) Cara Penilaian  (TIM,2008) 
a) Penilaian Massal  
B NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata 
(NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT); 
B NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya 
Komponen Bangunan (DBKB); 
B Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan 
menggunakan Komputer. 
b) Penilaian Individual  
B Objek pajak bumi yang nilainya di atas Rp 3.200.000,00 
per meter persegi; 
B Objek pajak bangunan yang nilainya di atas Rp 
1.366.000,00 per meter persegi; 
B Objek pajak yang nilai jualnya Rp 500.000.000,00 atau 
lebih; 
B Objek pajak tertentu, seperti rumah mewah, pompa bensin, 
jalan tol, lapangan golf, objek rekreasi, usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan.  
e. Nomor Objek Pajak (NOP) dan Kegunaan NOP (TIM,2008) 
1) Pengertian Nomor Objek Pajak (NOP) 
Nomor Objek Pajak adalah nomor identifikasi objek pajak 
(termasuk objek pajak yang dikecualikan sebagaimana Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 s.t.d.t.d Undang-Undang 
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Nomor 12 Tahun 1994) yang memiliki karakteristik unik, 
permanen, standar dengan blok dalam satu wilayah administrasi 
pemerintahan desa atau kelurahan yang berlaku secara nasional. 
2) Kegunaan Nomor Objek Pajak 
B Memudahkan mengetahui letak atau lokasi objek pajak; 
B Memudahkan pemantauan penyampaian Surat Pemberitahuan 
Objek Pajak (SPOP), sehingga dapat diketahui objek yang 
sudah atau belum terdaftar; 
B Sebagai alat untuk mengintegrasikan data atributik dan garis 
(peta) PBB; 
B Mengurangi kemungkinan adanya ketetapan ganda; 
B Memudahkan penyampaian SPPT, sehingga wajib pajak dapat 
menerimanya dengan tepat waktu; 
B Wajib Pajak akan mendapatkan identitas atas setiap objek yang 
dimiliki. 
f. Proses Pendataan  
1) Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian 
SPOP  
B Pendataan dengan alternatif ini hanya dapat dilaksanakan pada 
daerah atau wilayah yang  pada umumnya belum atau tidak 
mempunyai peta, merupakan daerah terpencil, atau mempunyai 
potensi PBB relatif kecil;  
B Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Perorangan 
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Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan 
dilakukan dengan  menyebarkan SPOP langsung kepada subjek 
pajak atau kuasanya dengan berpedoman pada sket atau peta 
blok yang telah ada; 
B Untuk daerah yang potensi PBB-nya relatif lebih kecil, 
cakupan wilayah dan objek pajaknya luas, dapat digunakan 
alternatif pendataan dengan penyampaian dan pemantauan 
pengembalian SPOP Kolektif. Dengan alternatif ini, SPOP 
disebarkan melalui aparat desa/kelurahan setelah terlebih 
dahulu membuat sket/peta blok. 
2) Pendataan dengan Identifikasi Objek Pajak 
Pendataan dengan alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah 
atau wilayah yang sudah mempunyai peta garis atau peta foto yang 
dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak 
mempunyai data administrasi pembukuan Pajak Bumi dan 
Bangunan. Data tersebut merupakan hasil pendataan secara 
lengkap tiga tahun terakhir. 
3) Pendataan dengan Verifikasi Data Objek Pajak 
Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah atau wilayah yang 
sudah mempunyai peta garis atau peta foto dan sudah mempunyai 
data administrasi pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan hasil 
pendataan tiga tahun terakhir secara lengkap. 
4) Pendataan dengan Pengukuran Bidang Objek Pajak 
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Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya 
mempunyai sket peta desa/kelurahan (misalnya dari Biro Pusat 
Statistik atau instansi lain) dan/atau peta garis/peta foto tetapi 
belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek 
pajak.  
g. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) 
SISMIOP adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah 
informasi atau data objek dan subjek PBB dengan bantuan komputer, 
sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan 
penilaian),   pemberian identitas  objek  pajak (Nomor Objek Pajak), 
perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran 
(berupa SPPT, STTS, dan sebagainya), monitoring penerimaan dan 
pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada wajib 
pajak melalui Pelayanan Satu Tempat (PST).  
h. Subjek Pajak PBB (TIM,2008) 
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata : 
1) Mempunyai hak atas bumi dan atau; 
2) Memperoleh manfaat atas bumi dan atau; 
3) Memiliki menguasai atas bangunan dan atau; 





i. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak  
Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan Negara yang 
dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu dengan 
imbangan sebagai berikut (TIM,2008): 
1) Sebesar 90% untuk Pemerintah Daerah kemudian dibagi menjadi 
16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke 
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi. 64,8% untuk daerah 
kebupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening 
Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota serta 9% untuk biaya 
pemungutan; 
2) Sebesar 10% untuk Pemerintah Pusat, dari 10% tersebut 65% 
dikembalikan kepada daerah Kota atau Kabupaten merata seluruh 
Indonesia, sisanya sebesar 35% diberikan untuk insentif bagi 
Pemda Kota atau Kabupaten yang berhasil mencapai target 
penerimaan. 
j. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat 
Tagihan Pajak (STP) (TIM,2008). 
1) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 
Adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk mendaftarakan Objek Pajak 




2) Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
Diterbitkan apabila: 
B SPOP tidak disampaikan (30 hari sejak diterimanya SPOP) dan 
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan. 
B Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata 
jumlah pajak lebih besar daripada pajak yang dihitung 
berdasarkan SPOP yang disampaikan WP (SPOP tidak benar). 
3) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
Surat yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk memberitahukan 
besarnya pajak yg terutang kepada WP. Pajak yang terutang 
berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak 
tanggal diterimanya SPPT oleh WP. 
4) Surat Tagihan Pajak (STP) 
Surat yang digunakan untuk menagih denda administrasi dan 
pokok pajak dalam SPPT dan SKP yang tidak dilunasi oleh WP. 
Pajak yang terutang yang ditagih dgn STP harus dilunasi selambat 
lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh WP. Jika 
tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi 
sebesar 2% perbulan, jangka waktu paling lama 24 bulan. 
k. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (TIM,2008) 
1) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP); 
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2) NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli 
yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi secara 
wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 
pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP 
pengganti; 
3) Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri 
Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun 
sesuai dengan perkembangan daerahnya. 
l. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (201/KMK.04/2000) 
1) NJOPTKP adalah batas minimal Nilai Jual Objek Pajak yang 
menurut ketentuan Undang-Undang tidak dikenakan Pajak; 
2) NJOPTKP ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 untuk 
setiap Wajib Pajak; 
3) Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten atau kota, 
ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri 
Keuangan berdasarkan pendapat Pemda setempat; 
4) Apabila seorang Wajib Pajak memiliki beberapa Objek Pajak, 
maka yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak 
yang mempunyai nilai jual paling besar. Sedangkan Objek Pajak 
lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi dengan 





m. Nilai Jual Kena Pajak (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Jo 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002) 
1) Nilai Jual Kena Pajak adalah nilai yang digunakan sebagai dasar 
penghitungan pajak, yaitu suatu presentase tertentu dari nilai jual 
sebenarnya; 
2) Besarnya Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar: 
B Objek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 
40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak; 
B Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak 
apabila Nilai Jual Objek Pajak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah) atau lebih; 
B Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak 
apabila Nilai Jual Objek Pajak kurang dari Rp 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
n. Cara Menghitung Pajak 
Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkali tarif pajak 
dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Dapat digunakan rumusan 
sebagai berikut (Resmi,2007): 
PBB  = Tarif Pajak x Nilai Jual Kena Pajak 




B. Penyajian data dan analisis   
1. Analisis Potensi Penerimaan PBB pada KPP Pratama Karanganyar 
Dalam menentukan potensi PBB KPP Karanganyar, terdapat dua unsur 
yaitu Pokok Ketetapan dan Pokok Tunggakan Pajak. Tunggakan PBB 
merupakan akumulasi tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya yang 
masih dapat ditagih selama 10 tahun setelah SPPT diterbitkan (seksi 
ekstensifikasi KPP). Pokok Ketetapan PBB merupakan jumlah pajak 
terutang berdasarkan SPPT yang diterbitkan oleh KPP Pratama 
Karanganyar. SPPT adalah surat yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk 
memberitahukan besarnya pajak yg terutang kepada Wajib Pajak. SPPT 
tersebut berdasarkan pendataan dengan penyampaian dan pemantauan 
pengembalian SPOP. Wajib Pajak melaporkan objek pajaknya dengan 
SPOP yang kemudian oleh KPP Pratama Karanganyar dihitung pajak yang 
terutang. Pokok Ketetapan PBB pada KPP Pratama Karanganyar 
berdasarkan pendataan dengan penyampaian dan pemantauan 
pengembalian SPOP, disajikan seperti pada tabel II.1:  
Tabel II. 1 
Pokok Ketetapan PBB KPP Pratama Karanganyar Berdasarkan 
Pendataan Dengan Penyampaian dan Pemantauan Pengembalian 
SPOP 
No Kecamatan OP 
NJOP (000) Pokok 
Ketetapan Bumi Bangunan 
1 Jatipuro 16,468 306,208,111 138,825,917 397,668,231 
2 Jatiyoso 23,292 286,776,770 150,054,939 384,547,397 
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3 Jumapolo 21,253 367,281,349 214,661,714 521,028,945 
4 Jumantono 27,906 214,785,514 184,891,608 353,541,996 
5 Matesih 18,668 340,598,925 162,485,684 451,642,554 
6 Tawangmangu 21,183 744,783,286 230,168,950 1,054,091,340 
7 Ngargoyoso 19,108 174,313,491 137,714,331 266,362,650 
8 Karangpandan 21,738 651,526,367 187,385,453 784,766,534 
9 Karanganyar 29,365 1,495,833,392 247,816,797 1,682,865,422 
10 Tasikmadu 22,709 670,679,685 235,558,799 847,147,979 
11 Jaten 26,466 2,678,210,856 722,720,130 4,527,845,311 
12 Colomadu 24,724 1,629,075,213 519,027,558 2,310,955,560 
13 Gondangrejo 36,089 897,849,770 293,968,365 1,245,678,189 
14 Kebakkramat 25,844 1,069,247,729 450,213,307 1,853,313,477 
15 Mojogedang 29,043 468,705,033 202,941,339 595,002,141 
16 Kerjo 16,175 237,720,061 126,197,852 314,898,741 
17 Jenawi 17,220 146,620,131 87,899,405 206,165,663 
  
 Kab. 
Karanganyar 397,251 12,380,215,683 4,292,532,148 17,797,522,130 
1 Kalijambe 50,911 388,989,564 11,075,683 394,453,689 
2 Plupuh 22,466 428,571,147 982,167 441,530,894 
3 Masaran 28,664 648,486,970 155,206,180 775,610,208 
4 Kedawung 27,287 619,442,182 1,076,772 629,580,380 
5 Sambirejo 16,649 392,413,832 24,006,661 401,040,518 
6 Gondang 23,905 468,021,416 210,792,886 676,321,125 
7 Sambungmacan 21,588 592,039,018 77,435,920 634,270,661 
8 Ngrampal 19,440 424,727,848 117,285,561 499,772,591 
9 Karangmalang 29,962 364,538,010 120,769,537 446,224,092 
10 Sragen 23,739 1,134,909,638 236,618,946 1,339,751,199 
11 Sidoharjo 23,184 736,779,252 186,654,066 1,047,428,917 
12 Tanon 30,517 503,911,522 175,918,626 620,687,966 
13 Gemolong 24,801 470,753,306 158,023,472 572,939,600 
14 Miri 35,615 126,582,544 16,810,861 147,713,116 
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15 Sumberlawang 49,663 366,883,444 3,097,789 373,960,813 
16 Mondokan 19,765 125,193,085 1,663,250 138,241,486 
17 Sukodono 17,142 160,696,816 2,657,208 171,392,844 
18 Gesi 12,764 139,088,776 368,775 143,783,740 
19 Tangen 13,401 167,856,944 5,255,331 172,293,590 
20 Jenar 12,315 131,750,143 307,930 135,964,844 
 Kab. Sragen 503,778 8,391,635,457 1,506,007,621 9,762,962,273 
 KPP 901,029 20,771,851,140 5,798,539,769 27,560,484,403 
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Karanganyar 
Wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar meliputi Kabupaten 
Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Kabupaten Karanganyar memiliki 
luas tanah 773.786.374m2, berdasarkan SPOP yang dilaporkan oleh Wajib 
Pajak luas tanah yang sudah dikenakan PBB seluas 576.227.811m2 
,sebesar 25,53% sisanya bukan merupakan objek PBB dan sebagian belum 
dikenakan PBB (lampiran). Dari luas tanah tersebut terdapat 397.251 
objek PBB dengan Nilai Jual Objek Pajak Rp 12.380.215.683.000,00. 
Luas bangunan di Kabupaten Karanganyar 12.426.061m2 dengan NJOP 
bangunan Rp 4.292.532.148.000,00. Dari indikator penentu pajak 
terutang, jumlah pajak terutang (pokok ketetapan pajak) Kabupaten 
Karanganyar Rp 17.797.522.130,00, dengan menerbitkan 385.624 SPPT. 
Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah 941.550.000m2. Berdasarkan 
pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP   
didapatkan luas tanah yang telah dikenakan PBB hingga tahun 2008 seluas 
747.289.625m2. Luas tanah yang belum dikenakan PBB dan yang bukan 
merupakan objek pajak PBB sebesar 194.260.375m2 atau 20,63% dari luas 
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tanah keseluruhan (lampiran). Pada Kabupaten Sragen terdapat 503.778 
objek PBB. Nilai Jual Objek Pajak Bumi secara keseluruhan sebesar Rp 
8.391.635.457,00. Luas bangunan pada Kabupaten Sragen secara 
keseluruhan seluas 7.015.047m2, dengan total NJOP bangunan Rp 
1.506.007.621,00. Dari indikator penentu pajak terutang, jumlah pajak 
terutang (Pokok Ketetapan PBB) Kabupaten Sragen sebesar Rp 
9.762.962.273,00. Pokok Ketetapan tersebut sesuai dengan SPPT yang 
diterbitkan KPP Pratama Karanganyar sejumlah 400.321 SPPT.  
Total pokok ketetapan PBB pada KPP Pratama Karanganyar sebesar 
Rp 27.560.484.403,00. KPP Pratama Karanganyar menerbitkan 785.945 
SPPT dengan objek PBB sejumlah 901.029 objek. Luas bumi keseluruhan 
berdasarkan SPPT yang diterbitkan seluas 1.323.517.436m2 dengan NJOP 
bumi keseluruhan Rp 20.771.851.140.000,00. Luas bangunan keseluruhan 
Berdasarkan SPPT yang diterbitkan seluas 19.441.108m2 dengan  total 
NJOP bangunan Rp 5.798.539.769.000,00. Pokok ketetapan PBB KPP 
Pratama Karanganyar berdasarkan pendataan dengan penyampaian dan 
pemantauan pengembalian SPOP (seksi ekstensifikasi KPP). KPP Pratama 
Karanganyar memilih pendataan dengan penyampaian dan pemantauan 
pengembalian  SPOP diharapkan akan meminimalis pengajuan klaim 
(keberatan) atas PBB terutang dan biaya pendataan lebih kecil. Apabila 
indikator penentu pajak terutang, luas tanah, luas bangunan, NJOP tanah 
dan bangunan, telah sesuai dengan yang dilaporkan Wajib Pajak 
diharapkan Wajib Pajak bersedia membayar pajak terutang dengan jangka 
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waktu yang ditentukan (enam bulan setelah SPPT diterbitkan). Dengan 
meminimalis klaim (keberatan) atas SPPT akan mengurangi tunggakan 
pajak pada tahun selanjutnya dan diharapkan realisasi penerimaan akan 
dapat sesuai dengan target yang ditetapkan. 
Penetapan pokok ketetapan PBB berdasarkan pendataan dengan 
penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dinalai kurang evektif 
(seksi ekstensifikasi KPP). Pendataan hanya berdasarkan keterangan 
Wajib Pajak. Sebagai Wajib Pajak pasti akan berusaha meminimalis pajak 
terutang. Oleh karena itu harus diadakan pendataan yang sesuai dengan 
keadaan objek pajak yang sesungguhnya. Perlu diketahui bahwa bumi, 
dalam hal ini tanah selalu mengalami peningkatan nilai dari waktu ke 
waktu sehingga harganya pun semakin tinggi (seksi ekstensifikasi KPP), 
dengan meningkatnya harga tanah maka NJOP tanah pun akan naik dan 
pajak terutang juga akan semakin besar. Pendataan dengan identifikasi 
Objek Pajak perlu dilakukan agar data pada SPPT sesuai dengan keadaan 
objek pajak yang sesungguhnya. Pendataan ini dapat dilaksanakan oleh 
KPP Pratama Karanganyar karena sebagian besar wilayah kerja KPP 
Pratama Karanganyar telah memiliki peta garis maupun peta foto yang 
dapat menentukan posisi relatif objek pajak. Pendataan ini dilakukan 
dengan cara menyesuaikan data dari penyampaian SPOP dengan objek 
pajak yang sesungguhnya. Pokok Ketetapan PBB berdasarkan pendataan 
identifikasi objek pajak disajikan seperti pada tabel II.2:    
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Tabel II. 2 
 Pokok Ketetapan PBB KPP Pratama Karanganyar Berdasarkan 
Pendataan Identifikasi Objek Pajak 
No Kecamatan OP 
NJOP (000) Pokok 
Ketetapan Bumi Bangunan 
1 Jatipuro 16,468 306,545,338 167,195,718 413,979,977 
2 Jatiyoso 23,292 292,403,501 180,490,251 403,581,347 
3 Jumapolo 21,252 367,487,203 255,872,915 546,317,758 
4 Jumantono 27,906 214,610,800 221,570,832 375,547,174 
5 Matesih 18,668 340,910,029 195,315,368 470,704,576 
6 Tawangmangu 21,183 748,127,968 286,524,691 1,117,396,600 
7 Ngargoyoso 19,108 174,740,364 164,088,778 278,795,887 
8 Karangpandan 21,740 655,227,292 239,355,770 848,226,644 
9 Karanganyar 29,367 1,498,511,012 322,585,880 1,754,809,420 
10 Tasikmadu 22,716 670,515,723 286,293,477 884,987,266 
11 Jaten 26,467 2,845,120,111 973,933,750 5,202,596,244 
12 Colomadu 24,726 1,635,372,770 639,076,055 2,472,498,890 
13 Gondangrejo 36,093 899,109,122 345,972,605 1,284,007,108 
14 Kebakkramat 25,844 1,072,278,826 516,810,662 1,941,263,756 
15 Mojogedang 29,043 468,621,574 242,306,558 614,708,084 
16 Kerjo 16,183 238,599,920 149,978,422 326,873,564 
17 Jenawi 17,220 146,517,389 105,348,872 213,796,524 
  
 Kab. 
Karanganyar 397,276 12,574,698,942 5,292,720,604 19,150,090,819 
1 Kalijambe 50,913 515,252,200 248,518,521 722,580,714 
2 Plupuh 22,466 428,184,231 1,429,539 441,655,249 
3 Masaran 28,664 663,493,242 199,957,379 843,028,256 
4 Kedawung 27,287 682,863,601 316,807,275 925,422,531 
5 Sambirejo 16,630 392,175,676 29,220,737 405,837,871 
6 Gondang 23,907 467,957,396 290,919,883 783,894,562 
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7 Sambungmacan 21,588 592,352,794 100,436,338 659,427,286 
8 Ngrampal 19,440 424,887,349 152,050,275 536,198,526 
9 Karangmalang 29,963 666,646,726 316,890,593 901,639,085 
10 Sragen 23,741 1,269,020,602 331,857,443 1,598,603,542 
11 Sidoharjo 23,184 742,027,719 239,409,370 1,139,902,689 
12 Tanon 30,513 503,060,355 233,957,906 677,550,719 
13 Gemolong 24,801 480,920,435 206,589,996 632,722,130 
14 Miri 35,615 331,973,551 155,652,449 442,406,655 
15 Sumberlawang 49,663 537,575,433 203,598,124 692,825,958 
16 Mondokan 19,767 125,253,058 2,080,491 138,816,698 
17 Sukodono 17,142 160,737,022 3,395,665 172,177,811 
18 Gesi 12,764 139,092,851 475,645 143,883,285 
19 Tangen 13,424 167,883,716 7,291,613 174,171,886 
20 Jenar 12,315 132,116,745 404,952 136,444,215 
 Kab. Sragen 503,787 9,423,474,702 3,040,944,194 12,169,189,668 
 KPP 901,063 21,998,173,644 8,333,664,798 31,319,280,487 
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Karanganyar 
Kegiatan pendataan identifikasi objek pajak bertujuan untuk 
menyesuaikan data yang ada berdasarkan SPOP dengan keadaan yang 
sebenarnya. Seiring dengan perkembangan wilayah dapat dipastikan 
susunan kepemilikan objek pajak juga berubah. Dengan kegiatan 
pendataan ini diharapkan akan menjaring objek-objek pajak baru yang 
sebelumnya belum terdaftar. Pada pendataan indentifikasi objek pajak 
dapat di ketahui yang seharusnya menjadi objek pajak sebanyak 901063, 
jika dibandingkan dengan pendataan berdasarkan penyampaian dan 
pemantauan pengembalian SPOP terdapat selisih 34 objek pajak. 
Kenaikan jumlah objek pajak bisa disebabkan karena adanya pemecahan 
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objek pajak atau adanya objek pajak yang sebelumnya belum terdaftar 
atau adanya fasilitas umum yang kemudian menjadi milik pribadi. Dengan 
bertambahnya jumlah objek pajak, luas bumi yang dapat dikenakan pajak 
juga akan meningkat. 
Pada pendataaan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian 
SPOP didapatkan luas bumi yang dikenakan PBB seluas 1.323.517.436m2 
atau sebesar 87,01% dari luas bumi keseluruhan (lampiran). Dari hasil 
pendataan dengan identifikasi objek pajak, luas bumi yang dikenakan 
objek pajak mengalami peningkatan seluas 27,603,936m2, jadi luas bumi 
keseluruhan yang dikenakan PBB seluas 1.351.121.372m2. Dengan 
pendataan berdasarkan identifikasi objek pajak, luas bangunan juga 
mengalami peningkatan 20,09% (3.906.153m2). Luas bangunan yang 
dikenakan PBB setelah pendataan dengan identifikasi objek pajak seluas 
23.347.261m2 (lampiran). Peningkatan ini disebabkan adanya 
pembangunan yang dilakukan oleh wajib pajak namun belum dilaporkan 
pada SPOP. Dengan meningkatnya luas bumi dan bangunan akan 
berdampak pada naiknya NJOP bumi maupun NJOP bangunan. 
Besarnya NJOP bumi pada pendataan dengan penyampaian dan 
pemantauan pengembalian SPOP sebesar Rp 20.771.851.140,00 dan NJOP 
bangunan Rp 5.798.539.769,00. Dengan dilakukan pendataan berdasarkan 
identifikasi objek pajak, NJOP bumi dan NJOP bangunan mengalami 
peningkatan. NJOP bumi pada pendataan dengan identifikasi objek pajak 
sebesar Rp 21.998.173.644,00 dan NJOP bangunan sebesar Rp 
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8.333.664.798,00. Peningkatan NJOP bumi dan bangunan sebesar Rp 
1.226.322.504,00 (5,90%) tersebut disebabkan adanya kegiatan 
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang berdampak pada 
perkembangan wilayah dan perkembangan ekonomi suatu daerah. Adanya 
perkembangan ekonomi ini akan mengakibatkan naiknya nilai pasar suatu 
properti, apalagi jika permintaan akan properti itu meningkat, bisa 
dipastikan nilai pasar atau harganya juga meningkat dengan asumsi faktor 
yang lain tetap (ceteris paribus). Adanya peningkatan NJOP bumi dan 
bangunan, maka setiap tahun atau maksimal tiga tahun sekali harus 
dilakukan pendataan ulang (seksi ekstensifikasi KPP), karena nilai atas 
tanah dan bangunan akan meningkat setiap waktu. Dari hasil pendataan 
dengan identifikasi objek pajak, menghasilkan kenaikan jumlah luas bumi, 
luas bangunan, jumlah objek pajak, dan naiknya NJOP bumi dan NJOP 
bangunan. Peningkatan ini secara otomatis akan meningkatkan pokok 
ketetapan.  
Pokok ketetapan pajak berdasarkan pendataan dengan  penyampaian 
dan pemantauan pengembalian SPOP sebesar Rp 27.560.484.403,00. 
Pokok ketetapan pajak berdasarkan pendataan dengan identifikasi objek 
pajak sebesar Rp 31.319.280.487,00. KPP Pratama Karanganyar dalam 
menetapkan Pokok Ketetapan Pajak berdasarkan pendataan dengan 
penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP, penetapan ini dinilai 
kurang tepat karena tidak sesuai dengan objek pajak yang sesungguhnya. 
Berdasarkan pendataan identifikasi objek pajak terdapat selisih lebih 
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sebesar Rp 3.758.796.084,00 (13,64%) dari pendataan dengan 
penyampaian dan pemantauan kembali SPOP. Selisih sebesar Rp 
3.758.796.084,00 menurut KPP tidak signifikan dikarenakan hanya 
13,64% atau selisihnya kurang dari 20% dari pokok ketetapan berdasarkan 
pendataan dengan identifikasi objek pajak. 
Apabila KPP Pratama Karanganyar menggunakan pendataan dengan 
identifikasi objek pajak, pokok ketetapan pajak akan lebih tinggi daripada 
pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP. 
Pokok ketetapan ditambah dengan tunggakan pajak tahun sebelumnya 
akan diperoleh potensi PBB. Potensi Penerimaan PBB KPP Pratama 
Karanganyar berdasarkan pendataan dengan penyampaian dan 
pemantauan pengembalian SPOP disajikan seperti pada tabel II.3:  
Tabel II. 3 
Potensi PBB KPP Pratama Karanganyar (dalam Rupiah) 
Berdasarkan Pendataan Dengan Penyampaian Dan Pemantauan 
Pengembalian SPOP 
Kabupaten Pokok Ketetapan Tunggakan Pajak Total Potensi 
Karanganyar 17,797,522,130 16,082,548,000 33,880,070,130 
Sragen 9,762,962,273 4,911,747,000 14,674,709,273 
KPP 27,560,484,403 20,994,295,000 48,554,779,403 
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Karanganyar 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pokok Tunggakan Pajak cukup 
besar Rp 20.994.295.000,00. Masih banyak masyarakat yang kurang 
 46 
perduli akan pentingnya membayar pajak hingga mengakibatkan 
tunggakan pajak meningkat dari tahun ketahun. Pokok Ketetapan PBB 
sebesar Rp 27.560.484.403,00 tersebut diharapkan dapat didukung dengan 
realisasi penerimaan PBB yang sesuai dengan Pokok Ketetapan agar tidak 
menjadi tunggakan pajak pada tahun berikutnya. Apabila dibandingkan 
dengan pendataan dengan identifikasi objek pajak potensi penerimaan 
PBB akan lebih tinggi. Potensi Penerimaan PBB KPP Pratama 
Karanganyar berdasarkan pendataan dengan identifikasi objek pajak 
disajikan seperti pada tabel II.4: 
Tabel II. 4 
Potensi PBB KPP Pratama Karanganyar (dalam Rupiah) 
Berdasarkan Pendataan Dengan Identifikasi Objek Pajak 
Kabupaten Pokok Ketetapan Tunggakan Pajak Total Potensi 
Karanganyar 19,150,090,819 16,082,548,000 35,232,638,819 
Sragen 12,169,189,668 4,911,747,000 17,080,936,668 
KPP 31,319,280,487 20,994,295,000 52,313,575,487 
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Karanganyar 
Berdasarkan pendataan dengan identifikasi objek pajak potensi 
penerimaan PBB sebesar Rp 52.313.575.487,00. Dalam penetapan potensi 
PBB di KPP Pratama Karanganyar dari pokok ketetapan pajak 
berdasarkan pendataan dengan penyampaian dan pemantauan 
pengembalian SPOP dinilai kurang tepat, karena penetapan potensi tidak 
sesuai dengan kedaan yang sebenarnya. Berdasarkan pendataan dengan 
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identifikasi objek pajak terdapat selisih lebih sebesar Rp 3.758.796.084,00 
(7,19%) bila dibandingkan pendataan dengan penyampaian dan 
pemantauan pengembalian SPOP. Selisih sebesar Rp 3.758.796.084,00 
menurut KPP tidak signifikan dikarenakan hanya 7,19% atau selisihnya 
kurang dari 20% dari pokok ketetapan berdasarkan pendataan dengan 
identifikasi objek pajak. Batas maksimal toleransi yang ditetapkan oleh 
Ditjen Pajak sebesar 20% dikarenakan KPP Pratama Karanganyar 
tergolong KPP yang masih baru dan memiliki wilayah kerja yang cukup 
luas yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (seksi 
ekstensifikasi KPP). Diharapkan pokok ketetapan berdasarkan pendataan 
dengan identifikasi objek pajak ini dapat menjadi acuan penetapan target 
penerimaan PBB.  
2. Analisis Target Penerimaan PBB yang Ditetapkan Sudah Sesuai atau 
Belum  Dengan Potensi yang Ditetapkan Oleh KPP Pratama KPP 
Karanganyar. 
Target PBB adalah kemampuan maksimum yang ingin dicapai dari 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang ditetapkan. Target 
PBB ditetapkan oleh KPP Pratama Karanganyar berdasarkan pokok 
ketetapan, realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan Surat Keputusan 
Bersama antara Menteri Keuangan dengan Ditjen Pajak. Target 









KPP Karanganyar 24,407,554,000 
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Karanganyar 
Berdasarkan Tabel II.1 dan Tabel II.5, penulis dapat menganalisis 
besar target yang ditetapkan dengan pokok ketetapan PBB pada tahun  
2008. Secara keseluruhan besar target yang ditetapkan sudah didasarkan 
pada potensi yang ada yaitu pokok ketetapan pajak yang berdasarkan 
pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP, 
meskipun belum sesuai dengan pokok ketetapan berdasarkan pendataan 
dengan identifikasi objek pajak. Target PBB yang ditetapkan sebesar Rp 
24.407.554.000,00 sedangkan pokok ketetapan PBB sebesar Rp 
27.560.484.403,00 terdapat selisih Rp 3.152.930.400,00. Selisih sebesar 
Rp 3.152.930.400,00 menurut KPP kurang signifikan karena hanya 
11,44% atau tidak mencapai 20% dari pokok ketetapan yang ada. Batas 
maksimal toleransi yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak sebesar 20% 
dikarenakan KPP Pratama Karanganyar tergolong KPP yang masih baru 
dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah (seksi 
ekstensifikasi KPP). 
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Diharapkan KPP Pratama Karanganyar dalam memberikan bahan 
pertimbangan target penerimaan PBB bagi Ditjen pajak, berupa pokok 
ketetapan berdasarkan pendataan dengan identifikasi objek pajak. Apabila 
Ditjen Pajak menetapkan pajak berdasarkan pokok ketetapan dengan 
identifikasi objek pajak maka target yang ditetetapkan akan lebih optimal. 
Pokok ketetapan pajak yang sesuai dengan keadaan objek pajak 
sesungguhnya, apabila tidak diikuti dengan kesadaran wajib pajak untuk 
membayar pajak akan menjadi tunggakan pajak tahun berikutnya menjadi 
lebih besar. Oleh karena itu KPP Pratama Karanganyar harus bekerjasama 
dengan Pemda untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang 
pentingnya membayar pajak. Sehingga pokok ketetapan tersebut dapat 
terealisasi, dan dapat memajukan pembangunan daerah karena 64,8% 
realisasi PBB dikembalikan kepada Pemerintah Kota atau Kabupaten 
(Dipenda Karanganyar). 
3. Analisis Realisasi Penerimaan PBB pada KPP Pratama Karanganyar 
Sudah Sesuai atau Belum dengan Target yang Ditetapkan Oleh KPP 
Pratama Karanganyar.  
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama 







Realisasi Penerimaan PBB pada KPP Pratama Karanganyar Tahun 
2008 
Kabupaten Target Realisasi Efektivitas 
KRA 15,413,058,000 13,462,324,000 87.34% 
SRA 8,994,496,000 9,132,488,000 101.53% 
 KPP  24,407,554,000 22,594,812,000 92.57% 
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Karanganyar 
Berdasarkan Tabel II.6 dapat diketahui bahwa tingkat penerimaan PBB 
tahun 2008 untuk Kabupaten Karanganyar belum sesuai dengan target 
yang ditetapkan atau sebesar 87,34% dari target yang ditetapkan. Terdapat 
selisih kurang Rp 1.950.734.000,00 (12,65%). Sedangkan untuk 
Kabupaten Sragen realisasi penerimaan dapat melebihi target yang 
ditetapkan Ditjen Pajak atau sebesar 101,53%. Kabupaten Sragen berhak 
mendapat insentif dari penyisihan 35% penerimaan pusat yang diberikan 
bagi Pemda Kota atau Kabupaten yang berhasil mencapai target 
penerimaan (Dipenda Karanganyar). Keseluruhan realisasi penerimaan 
PBB pada KPP Pratama Karanganyar masih belum dapat memenuhi target 
yang ditetapkan Ditjen Pajak atau hanya sebesar 92,57%. Realisasi 
penerimaan PBB pada KPP Pratama Karanganyar sebesar Rp 
22.594.812.000,00 atau 92,57% dari target yang ditetapkan, menurut KPP 
Pratama Karanganyar sudah cukup signifikan dikarenakan telah melebihi 
90%. KPP Pratama Karanganyar merupakan KPP yang dapat dikatakan 
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baru, berdiri tahun 2007, sehingga dapat mencapai 92,57% dari target yang 
ditetapkan merupakan hasil yang cukup baik.  
Realisasi penerimaan PBB pada KPP Pratama Karanganyar belum  
mampu sesuai dengan target yang ditetapkan Ditjen Pajak. Oleh karena itu 
KPP Pratama Karanganyar terus melakukan upaya-upaya untuk 
mengoptimalkan realisasi penerimaan PBB. Upaya-upaya yang dilakukan 
KPP Pratama Karanganyar dalam meningkatkan penerimaan PBB: 
a. KPP Pratama mengadakan kerjasama dengan intansi pemerintah terkait 
seperti Dipenda dalam rangka penyuluhan kepada wajib pajak 
mengenai pembayaran pajak dan penagihan pajak. 
b. KPP Pratama Karanganyar melakukan penagihan aktif dengan 
memberikan surat teguran, surat ketetapan pajak, dan surat paksa 
kepada wajib pajak. 
c. KPP Pratama Karanganyar mengadakan penyuluhan dengan 
memberikan motivasi tentang pentingnya pemungutan pajak sebagai 
sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pembangunan 
daerah itu sendiri 
d. Memasang spanduk dan iklan di media cetak maupun elektronik yang 
berisi himbauan kepada wajib pajak tentang pentingnya pembayaran 








Berdasarkan analisis data yang dilakukan, penulis menemukan beberapa 
kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pemungutan PBB pada KPP 
Pratama Karanganyar sebagai berikut ini. 
A. Kelebihan  
1. Dalam menentukan target penerimaan PBB pada KPP Pratama 
Karanganyar sudah didasarkan pada penentuan potensi yang dihitung oleh 
KPP Pratama Karanganyar  pada tahun 2008. 
2. Realisasi penerimaan PBB pada Kabupaten Sragen yang termasuk dalam 
wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar dapat melebihi target yang 
ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Target yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak 
sebesar Rp 8.994.496.000,00 mampu memperoleh realisasi penerimaan 
PBB sebesar Rp 9.132.488.000,00. Kabupaten Sragen berhak mendapat 
insentif dari penyisihan 35% penerimaan pusat yang diberikan bagi Pemda 
Kota atau Kabupaten yang berhasil mencapai target penerimaan (Dipenda 
Karanganyar).  
3. Adanya upaya yang terus menerus dilakukan oleh KPP Pratama 
Karanganyar dalam rangka menumbuhkan kesadaraan Wajib Pajak dalam 
pembayaran PBB yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan 




B. Kelemahan   
1. Realisasi penerimaan PBB pada keseluruhan wilayah kerja KPP Pratama 
Karanganyar belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 
22.594.812.000,00 atau sebesar 92.57% dari target yang ditetapkan Rp 
24.407.554.000,00. 
2. Wajib Pajak merasa enggan membayar pajak, karena pajak dinilai suatu 
paksaan bukan merupakan suatu kewajiban; 
3. Aparat pemungut pajak kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap 
objek pajak karena objek pajak dapat berubah sewaktu-waktu baik 
disebabkan karena pengalihan objek pajak kepada orang lain ataupun 
















Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data yang penulis lakukan dapat 
diambil simpulan dan saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak terkait 
berkenaan dengan Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Karanganyar. 
A. Simpulan 
1. Dalam menentukan potensi PBB di wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar 
masih belum tepat karena tidak sesuai dengan potensi yang sesungguhnya, 
yaitu berdasarkan pendataan identifikasi objek pajak. Potensi atau Pokok 
Ketetapan PBB berdasarkan pendataan dengan penyampaian dan pemantauan 
pengembalian SPOP sebesar Rp 27.560.484.403,00 padahal jumlah potensi 
yang sesungguhnya berdasarkan pendataan identifikasi objek pajak sebesar 
Rp 31.319.280.487,00. Dasar penetapan potensi atau pokok ketetapan PBB  
masih tidak sesuai dengan potensi yang sesungguhnya dikarenakan agar dapat 
meminimalis klaim atau keberatan atas pajak terutang, diharapkan Wajib 
Pajak bersedia membayar pajak terutang sesuai dengan SPOP dan 
memperkecil tunggakan pada tahun berikutnya. 
2. Besar target penerimaan PBB yang ditetapkan sudah didasarkan pada potensi 
yang ada, meskipun tidak sesuai dengan potensi yang sesungguhnya. 
3. Realisasi penerimaan PBB pada tahun 2008 belum mampu sesuai dengan 
target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 22.594.812.000,00 atau sebesar 





1. Pemberian dan penetapan sanksi yang tegas harus dilaksanakan dan benar-
benar diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, guna 
mendukung kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang terutang 
atas PBB. 
2. Memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang manfaat membayar 
PBB. Seperti menjelaskan bahwa 64,8% dari penerimaan PBB dikembalikan 
kepada Pemerintah Kota atau Kabupaten. Penerimaan tersebut dapat 
digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti biaya perbaikan sekolah, 
beasiswa prestasi, dana kesehatan. 
3. Kegiatan pendataan sangat diperlukan baik untuk kegiatan pembentukan 
maupun pemeliharaan basis data SISMIOP. Hal ini sangat penting dilakukan 
untuk menjaga keakurasian basis data yang digunakan untuk melayani wajib 
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